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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan
hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang dapat diselesaikan. Tersusunnya Laporan ini merupakan Informasi Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang didalamnya merupakan gambaran capaian
kinerja selama kurun waktu satu tahun, didalam Laporan ini menjabarkan akan
keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor : 188.45/326/427.12/2019

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ini disusun,
semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanan, penilaian dan perbaikan

pelaksanaan program, kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat,
jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang disusun
berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas kinerja dan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja

Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat
Setda, merupakan unsur pelaksana urusan/penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan Perangkat Daerah
yang terbagi pada bagian-bagian yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan pegawai sebanyak
100 orang PNS, 3 orang CPNS dan 138 orang TKK yang terbagi ke dalam 10 Bagian sebagai
berikut :
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Tabel 1.1
Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Status Kepegawaian Golongan Tingkat Diklatpim Tingkat Eselon Tingkat Pendidikan
No. BAGIAN
PNS [ CPNS | TKK | I [ 10 [ 0| IV [ 1 [ 1L [N {1V |Ha]|lb|Hla]|llb|IVa|SD|SMP |SMA | DIl | S1 | S2
1 | Adm Pemerintahan 6 6 3 3 1 1 1 2 6 1 4 1
2 | Hukum 7 1 8 1151 2 |1 1 2 3 12 |1
3 | Humas & Protokol 10 1 21 1|5 |4 |21]|-1]-/]1]1 - - 1 - 2 - 1 19 - 10 1
4 | Adm. ESDA 3 4 | 3| 2 2 | 4 1 3 4 1 2 2
5 | Adm. Kesra 8 6 2 | 3|2 |1 1] 2 1 2 12 1 1
6 | Adm. Pembangunan 4 R 6 1 - 3 - - S 1 1 |- = = 3 1 - - - 8 1
7 | Umum 43 71 |11 | 15|11 | 6 6| 8| 1|5 3 5 7 17 2 9 3
8 | Organisasi 6 1 8 2 | 4|1 1| 2 1 2 4 2 9
9 | Keuangan & Kepegawaian 5 8 1 4 2 2 1 5 1 6
Layanan Pengadaan Barang
10 8 - - |15 |2 -|-]-]1]1]1]1]|3]|1]1 - 4 - 3 -
dan Jasa
Jumlah 100 3 138 | 20 |32 |41 (11| 2 |5 (11|19 | 4 | 6 9 3 19 | 12 9 72 8 62 8
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Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai pada Sekretariat
Daerah dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan
jumlah 72 orang, S1 dengan jumlah 62 orang, SD dengan jumlah 12 orang, SMP dengan
jumlah 9 orang, DIII dan S2 dengan jumlah 8 orang.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang 111 sebanyak 41 orang, golongan ruang
Il sebanyak 32 orang, golongan ruang | sebanyak 20 orang dan golongan ruang IV sebanyak
11 orang, dengan demikian Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang terbanyak

pada golongan IlI.

1.2. TUJUAN
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah :
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai;
b. Sebagai wupaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.3. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Sekretariat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan/penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pembinaan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 11 Tahun 2018. Adapun fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah antara lain :

a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ;
b. penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah;

c. pengkoordinasian rencana kerja dan program Sekretariat Daerah;
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m.

pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang di Bidang
Pemerintahan, Pembangunan, Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;

pemberian pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;

pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan Sekretariat
Daerah;

pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan
yang perlu diambil dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Kabupaten kepada seluruh
Perangkat Daerah;

pelaporan program dan kegiatan Sekretariat Daerah;

pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan
yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah juga mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan Perangkat

Daerah.

14.

DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019,

dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1.

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Instruksi Presiden Rl Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan ~ Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur ~ Negara  Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/326/427.12/2019 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
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1.5. SISTEMATIKA
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum,
dan Sistematika sehingga substansi pada bab—bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
BAB Il : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi
dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.
BAB IIl : AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja,
Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.
BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN — LAMPIRAN
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018- 2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai
landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan,
dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian

visi dan misi Kabupaten Lumajang.

211 TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah dimasa mendatang. Tujuan adalah
sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam
kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program
dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 — 2023 menetapkan tujuan yaitu :
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Nilai SAKIP.

2.1.2 SASARAN
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakan — tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh
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karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan
program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator
sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah, ditetapkan
sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum;

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang perekonomian;

4. Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

5. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar;

6. Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik;

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

8. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kehumasan dan keprotokolan;

9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pejabat & Rumah Tangga Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah;

10. Meningkatkan kualitas Pelayanan Keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat
Daerah;

11. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik terkait Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya 1. Meningkatnya tata kelola | Nilai LPPD
Kepuasan pemerintahan yang baik
Masyarakat 2. Meningkatnya kualitas | Nilai IKM di bidang hukum
pelayanan di bidang hukum
3. Meningkatnya fasilitasi | Persentase fasilitasi
kegiatan administrasi | kegiatan keagamaan dan
kesejahteraan rakyat kemasyarakatan
4. Peningkatan kepuasan | Indeks kepuasan
masyarakat ~ di  bidang | masyarakat di bidang
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TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

perekonomian

perekonomian

5. Peningkatan Persentase =~ OPD  yang
penyelenggaraan melaporkan hasil
administrasi pembangunan | pembangunan tepat waktu
yang baik dan benar dan sesuai ketentuan

Persentase =~ OPD  yang
menyusun pemetaan RUP
tepat waktu

6. Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan
penggunaan layanan publik | masyarakat

7. Meningkatnya indeks | Indeks kepuasan
kepuasan masyarakat di | masyarakat di  bidang
bidang kehumasan dan | kehumasaan
keprotokolan Indeks kepuasan

masyarakat ~ di  bidang
keprotokolan

8. Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan
pelayanan dinas pejabat dan | masyarakat  di  bidang
rumah  tangga  Kepala | kerumahtanggaan
Daerah/Wakil Kepala
Daerah

9. Meningkatnya kualitas | Nilai IKM di bidang
pelayanan keuangan dan | pelayanan kepegawaian di
kepegawaian di Lingkungan | lingkungan setda
Setda Nilai IKM di bidang

pelayanan  keuangan di
lingkungan setda

10. Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan
pelayanan publik terkait | masyarakat pada pelayanan
layanan pengadaan | pengadaan barang/jasa
barang/jasa

Meningkatnya nilai | 11. Meningkatnya akuntabilitas | Persentase =~ OPD  yang
SAKIP kinerja pemerintah difasilitasi penerapan

imlementasi SAKIP-nya
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2.1.3 ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang untuk

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
serta dengan instansi pemerintah vertikal lainnya;

2. Memastikan setiap produk hukum daerah patuh terhadap prosedur, sesuai dengan
substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

3. Meningkatkan fasilitasi bantuan hukum terhadap aparatur dan masyarakat miskin;

4. Meningkatkan upaya penyelenggaraan penyuluhan hukum dan produk hukum daerah;

5. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan
pihak terkait;

6. Optimalisasi pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya alam, data
perekonomian, penanaman modal dan investasi;

7. Pengelolaan data administrasi pembangunan dari OPD sesuai dengan ketentuan;

8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas pejabat pengelola pengadaan
barang/jasa pemerintah;

9. Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah;

10. Meningkatkan publikasi tentang hasil pembangunan;

11. Meningkatkan kualitas keprotokolan dalam pelayanan kedinasan kepada Bupati/Wakil
Bupati;

12. Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan dan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

13. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PPTK dan pengelola keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah;

14. Meningkatkan pembinaan secara berkala terhadap PNS di lingkungan Sekretariat
Daerah;

15. Mengoptimalkan penerapan SAKIP oleh seluruh OPD melalui keberadaan dokumen
perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan
pelaporan kinerja serta pelaksanaan evaluasi internal.

Sumber : Renstra Setda 2018-2023 BAB V tabel 5.1
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2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian
Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon Il, I1l, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling
lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian
Kinerja eselon 1l memuat sasaran strategis, indikator Kinerja, target kinerja, program dan
anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon 111 memuat program, indikator program, target,
kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon 1V memuat kegiatan, output,
target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Daerah, sebagaimana pada

Lampiran |1
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BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat
yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level Kkeluaran,
hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan
telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun
2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator sasaran dengan target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
pada Tahun 2019, diperoleh pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/326/427.12/2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Indikator Kinerja
Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rata-rata pencapaian IKU Setda adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dimana penilaian atas IKM didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun
2017 yang dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait. IKM merupakan hasil pengukuran
dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Capaian IKU Setda tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.1
Capaian IKU Setda tahun 2019

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Capaian

1. | Nilai laporan penyenggaraan pemerintahan 307 ) )
daerah (LPPD) ’

2. | Indeks kepuasan masyarakat di bidang 97 85,66 99.6
hukum

3. | Indeks kepl.Jasan masyarakat di bidang 86 85,66 99.6
perekonomian

4. | Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan 100 100 100
kemasyarakatan

5. | Persentase OPD yang melaporkan hasil
pembangunan tepat waktu dan sesuai 92 100 100
ketentuan

6. | Persentase OPD yang menyusun pemetaan
RUP tepat waktu 80 100 100

7. | Indeks kepuasan masyarakat 85 83,8 98,23

8. | Persentase OPD yang difasilitasi

: . 1 1 1

penerapan/implementasi SAKIP-nya 00 00 00

9. | Indeks kepuasan masyarakat di bidang 86 80,66 o4
kehumasan

10. | Indeks kepuasan masyarakat di bidang 86 80,66 o4
keprotokolan

11. | Indeks kepuasan masyarakat di bidang 85 83.8 98,23
kerumahtanggaan

12. | Indeks kepuasan masyarakat di bidang 87 96,32 100
pelayanan keuangan

13. | Indeks kepuasan mas_yarakat di bidang g7 96,32 100
pelayanan kepegawaian

14. | Indeks kepuasan m_asyarakat pada pelayanan 75 62,87 83 83
pengadaan barang/jasa

Berdasarkan  hasil pengukuran kinerja terhadap 14 indikator Kkinerja utama
Sekretariat Daerah Tahun 2019, dapat dilihat bahwa 6 indikator tersebut tercapai, sedangkan
7 indikator tidak tercapai dan 1 indikator tidak dapat dihitung. Adapun rincian indikator

tersebut dapat dilihat pada sub bab 3.2 evaluasi capaian kinerja.
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3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasarah 1: Meningkathya tata kelola pemerintahah Yang baik

; - Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama Satuan e | el | om0
Nilai Laporan Penyelenggaraan .
Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai 3,07 i i
Rata-rata Capaian -

Pada tahun 2019 nilai LPPD Kabupaten Lumajang masih belum dapat disajikan dikarenakan
nilai LPPD masih belum keluar. Nilai LPPD rilis pada bulan April.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi adalah OPD selaku leading sector dari pemohon
fasilitasi kerjasama kurang berkoordinasi dengan Bag. Adm. Pemerintahan selaku fasilitator
kerjasama, sehingga menghambat proses fasilitasi kerjasama.

Upaya untuk mengatasi kendala/hambatan yakni dengan membangun komunikasi dengan
OPD yang mengajukan kerjasama.

Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan 6 program teknis, dengan pagu anggaran Rp.
593.910.000 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Program Anggaran Realisasi Capaian
(%)
1. Pendidikan politik masyarakat 83.835.000 74.070.000 88,35
Penataan penguasaan, pemilikan,
2. | penggunaan dan pemanfaatan 20.000.000 17.109.000 85,55
tanah
3. | Penyelesaian konflik-konflik 24200000 | 19.675.000 | 81,30
pertanahan
4. | Peningkatan penyelenggaraan 69.325.000 | 58.883.000 | 84,94
pemerintahan desa
5. | Kerjasama pembangunan 50.000.000 44.897.000 89,79
6. | "engembangan wilayah 346.550.000 | 343.765.000 | 99,20
perbatasan
Jumlah 593.910.000 558.399.000 94,02
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Gasaranh 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan di bidang hukum

- S . Tahun 2019
ndikator Kinerja Utama atuan . .
) Target | Realisasi |Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat di bidang L
Nilai 97 85 87,62
hukum
Rata-rata Capaian 87,62

Pada tahun 2019 realisasi nilai IKM di bidang hukum sebesar 85, nilai tersebut tidak
mencapai target dikarenakan adanya kendala kesadaran masyarakat awam yang kurang
terhadap hukum. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yakni

memperbaiki sarana untuk akses pengetahuan hukum masyarakat awam.

Pencapaian indikator tersebut didukung 3 program teknis, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 1.355.000.000 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Program Anggaran Realisasi Capalan
(%)
p. | Pengembangan dan 605.000.000 | 369.037.944 | 60,99
penyempurnaan produk hukum
2. Peningkatan hukum masyarakat 350.000.000 305.348.000 87,24
3, | Pembinaan dan perlindungan 400.000.000 | 312.515500 | 78,12

hukum

Jumlah 1.355.000.000 986.901.444 72,83

Sasaran 3 : [Meningkatnya kepuasah masyarakat di bidang perekonomian

; - Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama Satuan T e
Indeks kepuasan masyarakat di bidang .
perekonomian Nilai 86 85,66 99,6
Rata-rata Capaian 99,6

Pada tahun 2019 realisasi nilai IKM di bidang perekonomian sebesar 85,66, nilai tersebut
tidak mencapai target dikarenakan adanya kendala/hambatan yakni :
1. Adanya perpindahan kewenangan terutama urusan ESDM dimana sesuai UU 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan ESDM menjadi kewenangan
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang masih banyak belum dipahami
oleh pengguna layanan selaku customer;

2. Terbatasnya jumlah pegawai dimana seringkali petugas/pegawai yang berkompeten
terhadap informasi yang dibutuhkan pemohon sedang tidak ada di Kantor karena
bertugas di luar kantor. Hal ini mempengaruhi kecepatan waktu pelayanan kepada
pemohon;

3. Pemahaman masyarakat pengguna layanan bahwa tidak semua informasi bersifat terbuka

bagi umum dan informasi tersebut hanya untuk kepentingan internal Pemerintahan.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman kepada stakeholder terkait tentang kewenangan urusan
ESDM yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
baik melalui penjelasan langsung maupun tidak langsung melalui sosialisasi;

2. Mengoptimalkan karyawan yang ada guna lebih memahami semua layanan yang
diberikan oleh Bagian Administrasi ESDA dan Perekonomian;

3. Pengoptimalan PPID dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengguna layanan
terkait jenis-jenis informasi mana yang bersifat terbuka bagi umum ataupun informasi

yang hanya untuk kepentingan internal Pemerintahan.

Pencapaian indikator tersebut didukung 3 program teknis, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 366.450.000 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian

No. Program Anggaran Realisasi (%)

Peningkatan iklim investasi dan

1. Ingea . 96.250.000 |  76.422.780 | 79,40
realisasi investasi

o, | Peningkatan efisiensi 85.200.000 |  46.202.570 | 54,23
perdagangan dalam negeri

g, | Sosialisasi ketentuan di bidang 185.000.000 | 122.947.378 | 66,46

cukai

Jumlah 366.450.000 245.572.728 67,01
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Gasaranh ¢ : MeningKkathya fasilitasi kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat

; o Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama Satuan TeraE | e (s |CaEren (04)
Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan % 100 100 100
dan kemasyarakatan
Rata-rata Capaian 100

Pada tahun 2019 realisasi persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
sebesar 100%.

Adapun kendala/hambatan dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait sehingga pelaksanaan
kegiatan kurang maksimal,

2. Masyarakat dalam pengajuan permohonan bantuan atau fasilitasi tidak membawa

kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan sehingga menghambat pelayanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yakni :
1. Memaksimalkan rapat koordinasi dengan lembaga terkait;
2. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan pengajuan

permohonan bantuan dan fasilitasi.

Pencapaian indikator tersebut didukung 3 program teknis, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 4.493.803.200 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Program Anggaran Realisasi Capalan
(%)
1. Fasilitasi kegiatan keagamaan 2.541.434.200 | 2.377.716.500 93,56
2. Eg;':ltas' kegiatan kesejanteraan | 113 610500 | 1.135.208.000 | 99,25
3 Fasilitasi kegiatan pendidikan dan 808.528.500 794.194.000 08,23
kebudayaan

Jumlah 4.493.803.200 | 4.307.118.500 95,84
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Sasarah 5 : Meningkatnya penyelenggaraah adminhistrasi pembangunan yang

baik dah benhar

Tahun 2019
Target | Realisasi |Capaian (%)

Indikator Kinerja Utama Satuan

1. Persentase OPD yang melaporkan
hasil pembangunan tepat waktu dan % 92 100 100
sesuai ketentuan

2. Persentase OPD yang menyusun

[0)
pemetaan RUP tepat waktu % 80 100 100

Rata-rata Capaian 100

Sumber : Surat Bag. Adm. Pembangunan nomor : 069/006/427.15/2020
Pada tahun 2019 realisasi diatas sebesar 100%, pencapaian indikator tersebut tidak terlepas

dari kendala/hambatan antara lain :

1. Belum optimalnya OPD memanfaatkan aplikasi SMEP sebagai sarana penyusunan
pelaporan administrasi pembangunan;

2. Belum dimilikinya standar administrasi pembangunan yang baik dan benar sesuai
ketentuan yang berlaku yang akan menjadi acuan bagi seluruh OPD;

3. Belum memiliki sistem manajemen administrasi pembangunan yang baik dan benar,
yang dapat memastikan OPD yang menyelenggarakan administrasi pembangunan yang

baik dan benar.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

1. Merubah pola pembinaan/pengawasan administrasi pembangunan agar baik dan benar
dari pendekatan hasil ke pendekatan proses sehingga benar-benar mampu menjamin
penyelenggaraan administrasi pembangunan;

2. Segera dilakukan pertemuan para pimpinan stakeholder terkait, guna merumuskan dan
menyamakan persepsi standar dan sistem manajemen administrasi pembangunan yang
baik dan benar yang akan menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang;

3. Mensosialisasikan rumusan standar dan sistem manajemen administrasi pembangunan
diatas ke selurun OPD secara matang sehingga benar-benar memahami dan mampu

menyelenggarakan administrasi pembangunan dengan baik dan benar.
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Pencapaian indikator tersebut didukung hanya 1 program teknis, yakni program peningkatan
administrasi pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.518.220 dan realisasi
anggaran sebesar Rp. 170.358.800.

Gasarah 6 : Meningkathya kepuasah penggunaah layahah publik

— S S Tahun 2019
ndikator Kinerja Utama atuan - :

) Target | Realisasi |Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat Nilai 85 83,8 98,23
Rata-rata Capaian 98,23

Sumber : Surat Bag. Umum nomor : 800/026/427.18/2020
Pada tahun 2019 indikator nilai IKM tidak mencapai target, yaitu dengan realisasi sebesar

98,23%, adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indicator dan target

diatas adalah :

1. Munculnya kebutuhan tambahan yang tidak disebutkan dirapat, tetapi diminta saat
acara;

2. Kurangnya informasi tentang hal-hal yang diperlukan saat acara sehingga saat rapat
hanya memfokuskan pada hal-hal yang penting saja;

3. Kurangnya komunikasi antara panitia dengan Bag. Umum.

Untuk mengatasi kendala/hambatan, yang perlu dilakukan adalah :

1. Panitia diminta contact personnya sehingga bisa dihubungi mengenai kebutuhan acara;

2. Panitia diminta merinci kebutuhan acara sehingga diketahui sejauh mana Bag. Umum
membantu acara;

3. Panitia berkoordinasi tentang persiapan bantuan dari Bag. Umum sehari sebelum acara.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 2 program teknis, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.197.110.000, dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Program Anggaran Realisasi Capaian
(%)
Peningkatan pelayanan
1. kedinasan kepala daerah/wakil 2.903.360.000 | 2.324.924.666 80,08
kepala daerah
2. Pelayanan kedinasan 2.293.750.000 | 2.095.594.000 91,36
Jumlah 5.197.110.000 | 4.420.518.666 85,05
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Gasaran 7 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

- S . Tahun 2019
ndikator Kinerja Utama atuan - :
) Target | Realisasi |Capaian (%)
Persentase OPD vyang difasilitasi 0
. . % 1 1 1
penerapan/implementasi SAKIP-nya ° 00 00 00
Rata-rata Capaian 100

Pada tahun 2019 realisasi atas indikator tersebut adalah 100%. Pencapaian atas indikator

tersebut tidak terlepas dari kendala/hambatan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman OPD tentang pentingnya keselarasan antar
dokumen perencanaan (RPJMD-Renstra-Renja-RKA);

2. Belum ada tindak lanjut perbaikan atas laporan hasil evaluasi AKIP OPD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala’hambatan antara lain :
1. Melakukan bimtek SAKIP pada OPD;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program teknis yakni program reformasi
birokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 754.223.100 dan realisasi dari pagu tersebut
adalah Rp. 531.129.734.

Gasaranh 8 : Meningkathya indeks kepuasah masyarakat di bidang kehumasan

danh keprotokolah

; - Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama Satuan Taroeoh [Realicas | Capaiani©a)
1. Indeks kepuasan masyarakat di .
bidang kehumasan Nilai 86 80,66 i
2. Indeks kepuasan masyarakat di .
bidang keprotokolan Nilai 86 80,66 %
Rata-rata Capaian 94

Pada tahun 2019 indikator atas target kinerja diatas sebesar 94%, pencapaian kedua
indikator tersebut tidak mencapai target. Adapun kendala/hambatan dalam pencapaian
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indikator kinerja adalah OPD dan panitia penyelenggara acara yang menghadirkan

pimpinan, belum berkoordinasi dengan Bag. Humas dan Protokol.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

1. Membangun komunikasi dengan OPD dan panitia penyelenggara acara yang
menghadirkan pimpinan;

2. Menginisiasi Perbup Lumajang nomor 80 tahun 2019 tentang keprotokolan di

Lingkungan Pemkab. Lumajang.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 2 program teknis, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 1.569.074.600, dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian

No. Program Anggaran Realisasi
g g9 (%)

Peningkatan pelayanan
1. kedinasan kepala daerah/wakil 1.262.100.000 | 1.164.898.475 92,30
kepala daerah
Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Jumlah 1.569.074.600 | 1.465.350.425 93,38

306.974.600 300.451.950 97,88

Sasaran 9 : [Meningkatnya kualitas pelayanan dinas pejabat dah rumah tangga
kepala daerah / wakil kepala daerah

Tahun 2019
Target | Realisasi |[Capaian (%)

Indikator Kinerja Utama Satuan

Indeks kepuasan masyarakat di bidang

kerumahtanggaan Nilai 85 83,8 98,23

Rata-rata Capaian 98,23

Pada tahun 2019 indikator nilai IKM tidak mencapai target, yaitu dengan realisasi sebesar
98,23%, adapun kendala’lhambatan yang dihadapi dalam pencapaian indicator dan target
diatas adalah :

1. Munculnya kebutuhan tambahan yang tidak disebutkan dirapat, tetapi diminta saat

acara,
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2.

3.

Kurangnya informasi tentang hal-hal yang diperlukan saat acara sehingga saat rapat

hanya memfokuskan pada hal-hal yang penting saja;

Kurangnya komunikasi antara panitia dengan Bag. Umum.

Untuk mengatasi kendala/hambatan, yang perlu dilakukan adalah :

1.
2.

Panitia diminta contact personnya sehingga bisa dihubungi mengenai kebutuhan acara;

Panitia diminta merinci kebutuhan acara sehingga diketahui sejauh mana Bag. Umum

membantu acara;

Panitia berkoordinasi tentang persiapan bantuan dari Bag. Umum sehari sebelum acara.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 2 program teknis, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.197.110.000, dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Program Anggaran Realisasi Capaian
(%)
Peningkatan pelayanan
1. kedinasan kepala daerah/wakil 2.903.360.000 | 2.324.924.666 80,08
kepala daerah
2. Pelayanan kedinasan 2.293.750.000 | 2.095.594.000 91,36
Jumlah 5.197.110.000 | 4.420.518.666 85,05

Gasarah 10 : Meningkatkan Kualitas pelayanan keuangan dan kepegawaian di

lingkuhgan sekretariat daerah

; - Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama Satuan T e
1. Indeks kepuasan masyarakat di .
bidang pelayanan keuangan Nilai 87 9,32 100
2. Indeks kepuasan masyarakat di .
bidang pelayanan kepegawaian Nilai 87 9,32 100
Rata-rata Capaian 100

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 2 program teknis, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 224.899.340, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Capaian

No. Program An ran Realisasi
0 ogra ggara ealisasi (%)

Peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Pembinaan dan pengembangan
aparatur

42.760.000 41.928.000 98,05

182.139.340 178.537.800 98,02

Jumlah 224.899.340 220.465.800 98,02

GCasarah 11 : [Meningkathya Kualitas pelayanah publik terkait [ayahah

pengadaan barang/jasa

; o Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama Satuan Terae | Reaikes) [CeEtan (©4)
Indeks kepuasan masyarakat pada L
pelayanan pengadaan barang/jasa Nilai & 62.87 83,83
Rata-rata Capaian 83,83

Pada tahun 2019 indikator nilai IKM tidak mencapai target, yaitu dengan realisasi sebesar
62,87%, adapun kendala/lhambatan yang dihadapi dalam pencapaian indicator dan target
diatas adalah :

1. UKPBJ belum memiliki personil pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
yang melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja pemilihan (POKJA pemilihan)
sehingga pelaksanaan pemilihan penyedia masih dilakukan oleh personil yang bersifat
adhoc;

2. Tugas pokok dan fungsi UKPBJ belum sesuai dengan Permendagri No 112 tahun 2018
tentang UKPBJ di lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

1. Mengupayakan agar UKPBJ segera memiliki minimal 5 personil pejabat fungsional
pengelola pengadaan barang/jasa yang melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja
pemilihan (Pokja Pemilihan);

2. Mengupayakan agar tugas pokok dan fungsi UKPBJ sesuai dengan Permendagri No.
112 tahun 2018 tentang UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten kota.

Halaman 23



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program teknis yaitu program peningkatan

pelayanan pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 349.277.000 dan
realisasi sebesar 278.599.952 dengan persentase capaian 79,76%.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019,
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
dapat disimpulkan berhasil, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah
dilaksanakan selama tahun 2019 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan
komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar target yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang

akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk
kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemetintah ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat

kami harapkan.

Lumajang, ~Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH

Drs. AGUS T NO, M.Si
NIP.-19690507.198903 1 004
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